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ABSTRAK : -

CATATAN : -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No.
225, TLN No. 6994); PP No. 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2, TLN No. 6906);
Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.
118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023
(BN Tahun 2023 No. 977).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara penilaian kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan
Fiskal (KEM PPKF). Proses ini mencakup mekanisme penilaian, pemantauan,
evaluasi, hingga penyempurnaan dokumen KUA dan PPAS berdasarkan hasil
penilaian. Penilaian melibatkan berbagai aspek seperti target kinerja makro, arah
kebijakan fiskal, pemenuhan belanja wajib, serta aspek lainnya yang ditetapkan
Menteri. Pelaksanaan dilakukan melalui sistem elektronik atau manual sesuai
kondisi, dan hasilnya menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 dan diundangkan
pada tanggal 19 Desember 2024.
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